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 PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS TENAGA KERJA DAN  

PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021 

 

 KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN, 

 

Menimbang :  a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan 

pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian 

hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan 

penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan 

publik wajib menetapkan Standar Pelayanan 

 b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran  

kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud 

huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada 

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah 

Laut; 

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan 

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian tentang 

Standar Pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja dan 

Perindustrian Kabupaten Tanah Laut; 

   

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat Il Tapin dan 

Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 

Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 

Nomor 9); 



 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601); 

 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5038); 

 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Tambahan Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

TAHUN 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 



 11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5149; 

 12. Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keunagan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 310); 

 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 

tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan 

Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan 

Pemerintah Daerah; 

 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi 

Pemerintah; 

 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Nomor 32); 

 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 

2008 tentaanag Urusan Pemerintah yang menjadi 

kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut 

Tahun 2008 Nomor 12); 

 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 

2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 

Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 

2008 Nomor 13 ) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 

2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tanah Laut Nomor 6); 

 

  

MEMUTUSKAN: 

KESATU: Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian tentang 

Penetapan standar Pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja dan 

Perindustrian Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tercantum dalam 

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan 

ini. 



KEDUA: Standar pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 

Kabupaten Tanah Laut meliputi ruang lingkup pelayanan 

administratif. 

KETIGA: Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan 

ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai 

acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan 

penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik. 

KEEMPAT: Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian mulai 

berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Pelaihari 

pada tanggal 11 Januari 2021 

 

KEPALA DINAS 

TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN, 

 

 

 

MASTURI, S.STP 

NIP. 19770705 199612 1 004 

 

 

  



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS  

TENAGA KERJAA DAN PERINDUSTRIAN 

NOMOR  : 800/100/DTKP/SET-UP/2021 

TANGGAL  : 11 Januari 2021 

 

A. PENDAHULUAN 

 

Dalam Rangka mewujudkan fungsi pemerintahan berdasarkan prinsip 

dan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih, perlu 

adanya Standar Pelayanan. Standar Pelayanan yang selanjutnya disingkat SP 

adalah ttolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan 

janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang 

berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. 

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut yang 

dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 

2008 tentang organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut 

merupakan unsur staf yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu 

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dalam menyusun kebijakan 

dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah, dimana 

dalam melaksanakan fungsi pemberian pelayanan, dituntut untuk menyusun 

Standar Pelayanan (SPI) sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik bahwa setiap penyelenggara 

pelayanan publik baik yang mmemberikan pelayanan kepada masyarakat 

secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan dan 

menerapkan Standar Pelayanan. 

 

B. TUJUAN DAN SASARAN 

Tujuan disusunnya Standar Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan 

Perindustrian ini adalah untuk memberikan kepastian, meningkatkan 

kualitas dan kinerja sesuai dengan kenbutuhan masyarakat dan selaras 

dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan 

masyarakat. 

Sasaran yang ingin dicapai adalah tumbuhnya kepercayaan 

masyarakat terhadap institusi pemerintahnya khususnya Dinas Tenaga Kerja 

dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut. 

 

C. STANDAR PELAYANAN 

Jenis dan standar pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja dan 

Perindustrian Kabupaten Tanah Laut seperti berkas terlampir. 


